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RINGKASAN 

       Kehadiran Akta Notaris di masyarakat sangat penting, khususnya dalam 

transaksi bisnis, maupun untuk kepentingan lainnya. Akta Notaris merupakan alat 

bukti hukum yang sangat kuat dibandingkan bukti tulisan lain. Pentingnya akta 

Notaris sebagai alat bukti yang kuat disebabkan oleh sifatnya otentisitasnya yang 

tidak dapat dijumpai pada alat bukti tulisan yang lain. Keberadaan Akta Notaris 

sebagai alat bukti hukum yang kuat, tidak dapat dilepaskan dari kedudukan 

Notaris sebagai pejabat negara yang berwenang membuat akta-akta yang 

kewenangannya diberikan oleh undang-undang. Kewenangan Notaris dalam 

pembuatan akta diatur di dalam ketentuan Pasal 15 UUJN-2004, sebagaimana 

diubah dengan UUJN-2014.  

       Menurut UUJN-2014, kewenangan Notaris membuat akta tidak terlepas dari 

kedudukannya sebagai pejabat negara, yang membantu negara untuk melayani 

masyarakat yang membutuhkannya. Namun demikian sebagai manusia biasa, 

kesalahan, baik karena kekilafan maupun kesengajaan adakalanya dilakukan 

seorang Notaris dalam pembuatan akta tersebut. Sehingga tidak jarang Notaris 

berhadapan dengan aparat penegak hukum dan proses peradilan atas perbuatan 

yang dilakukannya.  

       Namun sebagai pejabat negara, persangkaan bahkan tuduhan oleh aparat 

penegaak hukum terhadap Notaris sering dilakukan, dengan berbagai macam, 

seperti terlibat dalam persekongkolan dengan klien, pemalsuan atau memberikan 

keterangan palsu, dan lain sebagainya. Tuduhan semacam ini berangkat dari 

pemahaman yang kurang tepat/benar terhadap profesi Notaris sebagaimana diatur 

di dalam UUJN. Hal ini tentunya menyebabkan ketidak tenangan Notaris dalam 

menjalankan tugas jabatannya mewakili negara dalam pembuatan akta-akta yang 

dibutuhkan masyarakat. 

       Gugatan terhadap akta Notaris oleh masyarakat memang sering dilakukan, 

khususnya pihak-pihak yang merasa dirugikan atas terbitnya akta Notaris, dengan 

dalih bahwa akta tersebut cacat hukum. Alasan yang sering digunakan adalah 

proses pembentukannya tidak sesuai dengan UUJN, dan bahkan sering pula 

dengan tuduhan ini akta tidak sesuai dengan realitasnya. Sehingga akta tersebut 

harus digugat ke Pengadilan untuk dibatalkan oleh hakim, karena dianggap tidak 

sesuai dengan UUJN dan atau menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian 

hukum di masyarakat. 

       Kesalahan dalam pembuatan akta Notaris memang sering terjadi, namun tidak 

semua kesalahan tersrebut semata-mata disebabkan oleh perbuatan Notaris yangh 

dengan sengaja membuat kesalahan. Tidak jarang kesalahan itu disebabkan oleh 

penghadap atau pihak-pihak yang menghadap Notaris untuk dibuatkan akta oleh 

Notaris. Artinya bahwa para penghadap tidak jarang dengan niat yang tidak baik 

ketika menghadap ke Notaris, dengan membawa data dokumen dan atau 

keterangan yang tidak benar, baik itu dokumen data palsu atau dipalsukan, dan 
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juga keterangan yang tidak benar, untuk tujuan-tujuan yang menguntungkan 

dirinya. 

       Permasalahan data dokumen yang tidak benar inilah yang sering dijadikan 

alasan mengkriminalkan Notaris, dengan persangkaan Notaris telah memberikan 

keterangan palsu atau bersekongkol dengan penghadap untuk memasukkan data 

dokumen dan atau keterangan palsu. Dampak akta Notaris yang memuat data 

dokumen dan atau keterangan palsu ini selanjutnya menyangkut keabsahan akta 

Notaris, dan tanggungjawab Notaris terkait akta yang dibuatnya. Secara sederhana 

permasalahanya adalah pertama apakah akta Notaris yang dibuat dengan data 

yang tidak benar tersebut secara hukum sah, dan kedua terkait dengan pertanyaan 

terkait dengan bagaimana tanggungjawab Notaris terkait dengan akta yang dibuat 

dengan data dokumen dan atau keterangan palsu tersebut. 

       Untuk menjawab permasalahan tersebut tentunya harus mendasarkan pada 

teori dan konsep, serta peraturan perundang-undangan terkait dengan kenotariatan 

dalama hal ini khususnya UUJN-2004 maupun UUJN-2014. Dengan mendasarkan 

pada teori, konsep, dan UUJN, dapat dijelaskan bahwa akta Notaris tersebut sah 

secara hukum, sepanjang dibuat sesuai kewenangan yang dimiliki Notaris, 

pprosedur atau tata cara yang benar, serta tidak terjadi penyalahgunaan wewenang 

oleh Notaris yang bersangkutan. Permasalahan berikutnya terkait dengan 

tanggungjawab Notaris tentunya siqnifikan dengan keabsahan akta Notaris yang 

pembuatannya dengan data dokumen tidak benar atau dipalsukan. Dalam hal ini 

Notaris tidak dapat dimintai pertangungjawaban dalam pengertian Notaris tidak 

bertanggungjawab atas kesalahan penghadap. Tanggungjawab terkait data 

dokumen dan atau keterangan palsu merupakan tanggungjawab penuh atas 

kesalahan tersebut. 

       Asumsi dasar yang dapat dikemukakan adalah bahwa wewenang Notaris 

membuat akta diberikan oleh undang-undang, dalam hal ini UUJN, Notaris hanya 

bertanggungjawab terhadap sisi luar akta, seperti bentuk akta, syarat-syarat akta, 

proses pembuatan akta dan sebagainya. Namun isi akta Notaris sama sekali bukan 

merupakan tanggungjawab Notaris. Dengan demikian jika terdapat data dokumen 

akta yang tidak benar atau palsu atau dipalsukan, tidak seharusnya Notaris 

dilibatkan dalam perkara tersebut. Seharusnya aparat penegak hukum tidak serta 

merta melibatkan Notaris dalam perkara tersebut dengan cara mentersangkakan 

dan mendakwa Notaris melakukan pemalsuan data dalam akta Notaris.   

        

Surabaya, 01 Oktober 2021 

          

        ttd 

 

        

David Hardjo 
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ABSTRACT 

 

The presence of a Notary Deed in the community is very important, 

especially in business transactions, as well as for other purposes. Notary deed is a 

very strong legal evidence compared to other written evidence. The importance of 

a Notary deed as a strong evidence is due to its authenticity which cannot be 

found in other written evidence. However, not a few notary deeds have been sued 

by other parties, which are caused by incorrect document data and or incorrect 

information from the notary public. 

Problems related to this are firstly whether the deed is legally valid as an 

authentic deed, and secondly related to the extent to which the Notary is 

responsible for the deed made based on the data documents and/or false or 

falsified information. 

This type of research is normative legal research using secondary legal 

materials, with descriptive analysis techniques which are expected to provide 

answers to problems satisfactorily. The analysis is based on the theories and 

concepts used in this study. 

Based on the analysis of the problems in this dissertation research, the 

results of the research can be concluded, that the notarial deed made on the basis 

of incorrect document data, and/or false or falsified information remains valid 

according to law, as long as it is made with the correct procedure, and also not 

abuse of power occurs. Because in making the deed, the Notary Notary has no 

obligation to verify or investigate related to document data and or information 

from the appearers. Therefore, the Notary is not responsible for the contents of 

the deed made with incorrect document data, and or false or falsified information, 

and it is the full responsibility of the parties who appear and ask the Notary to 

make a deed. In other words, if there is a lawsuit or questions about the truth of 

the contents of the deed, it is the responsibility of the appearing party who 

submitted incorrect document data or false information, in this case it is the 

appearing party. 
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